Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber Pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi
Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Jepara Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi
Pasar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengabh;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang — undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan ;

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Jepara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 7) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 2).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusatb
Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAPARA
dan
BUPATI JEPARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;



10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerabh;

Bupati adalah Bupati Jepara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan
pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios, dan bentuk
lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar yang dikelola
berdasarkan perjanjian kerjasama, pasar ikan dan pasar hewan, yang khusus
disediakan untuk pedagang ;

Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di
pasar atau di tempat — tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan
atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang
pasar.

Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat — tempat lain
yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa
dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan
dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan
yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit
yang di pergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.

Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi
dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit  yang
dipergunakan untuk usaha berjualan.

Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah
pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar dan lingkungannya.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.



15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/ atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang
undangan retribusi daerah.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS
Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah

BAB I
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi daerah atas
penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan pasar.

Pasal 3
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana
berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan pasar.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan
melakukan pembayaran atas pemanfaatan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.



BAB Il

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu dan
kelas pasar yang digunakan.

(1)

(2)

(1)

(2)

3)
(4)

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8
Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
pasar.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman
/ pelataran, los, kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan
kelas pasar.

Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan pasar
diberikan.

BAB VIlI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
(1) Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari
kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua

persen ) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang
bayar, dan ditagih dengan mengunakan STRD.



BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Pengeluaran surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera
setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat ..Teguran /
Peringatan / Surat lain yang sejenis , wajib Retribusi Daerah Harus melunasi
Retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16
Bentuk formulir dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIllI

PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

(1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi Daerah.

(2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA
Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung mapun
tidak langsung.



BAB XV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pelaksanan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

(1)

(2)

(1)

(2)

®3)

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinga merugikan
keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi;



e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 10 tahun 1999
tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Jepara tahun 1999 Nomor 16 Seri B No. 11);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 11 tahun 1999
tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara tahun 1999 Nomor 17 Seri B No. 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 3 Mei 2010

BUPATI JEPARA,
CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA,

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 10
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

JEPARA
NOMOR
TANGGAL

: 10 Tahun 2010

3 Mei 2010

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

PASAR PASAR PASAR
NO. | TEMPAT/LOKASI/JENIS KELAS A | KELASB | KELASC | KETERANGAN
Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6
A. KIOS dan LOS
1. | Kios 5.000,- 4.500,- 3.500,- | Per M2 perbulan /
200,- 150,- 125,- | Per M2 perhari
2. | Kios dalam los :
a. Strategis | 5.000,- 4.000,- 3.500,- | Per M2 perbulan /
200,- 150,- 125,- | Per M2 perhari
b. Strategis Il 4.000,- 3.500,- 3.000,- | Per M2 perbulan /
150,- 125,- 100,- | Per M2 perhari
B. DI LUAR KIOS DAN
LOS
1. | Penggunaan Tanah Kosong 200,- 150,- 100,- | Per M2 perhari
dalam Pasar
2. | Tempat jualan pedagang 250,- 200,- 100,- | Per M2 perhari
eceran / lesehan
3. | Radius keliling pasar
berjarak 500 m pada Tanah 125,- 100,- 75,- | Per M2 perhari
perdagangan milik
pemerintah
C. PEMINDAHTANGANAN
KIOS, KIOS DALAM
LOS:
a. Jual beli 10 % 10 % 10 % | X Harga jual
b. Sewa 7% 7% 7 % | X Harga sewa
D. PENDATAAN ULANG
a. Kios 10.000,- 8.000,- 6.000,- | 3 Th. Sekali per
b. Kios dalam los 6.000,- 4.000,- 3.000,- | Kios

TARIF RETRIBUSI PASAR HEWAN :

a. Kerbau, Sapi, Kuda

b. Kambing
c. Unggas

Rp. 2.000,- per ekor per hari
Rp. 1.000,- per ekor per hari
Rp. 200,- per ekor per hari

12




TARIF-TARIF LAIN YANG BERLAKU SAMA UNTUK SEMUA PASAR KELAS A,
B, DAN C.

a. Kamar Mandi & WC :

- Hajat besar/mandi Rp. 1000,- (seribu rupiah) per orang
- Hajat kecll Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per orang

b. Penjualan Sepeda Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sepeda

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

UMUM

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah,
diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada
Masyarakat. Untuk itulah perlu adanya upaya intensifikasi terhadap pungutan
retribusi yang telah ada.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
retribusi Daerah, mengamanatkan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan Keadilan,
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi
Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan
peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang
Retribusi Pasar yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
untuk diatur dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
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Pasal 11
ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan
pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain
pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi,
atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah  kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang,
pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa
kuitansi dan stiker.

Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10
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